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Abstrak 

 
Tanah Datar regency is included in the top 10 districts/ cities that have the 

highest proportion of smokers in West Sumatra Province. Tanah Datar district has 39.6% 

of non-smoking households and that means there are 63.4% of households that have at 

least one smoker in the house. The formulation of the problem is (1) How is the 

Implementation of Local Regulation No. 4 of 2019 on Non-Smoking Areas in Tanah Datar 
Regency, (2) What are the Constraints in The Implementation of Local Regulations No. 4 

of 2019 On Non-Smoking Areas in Tanah Datar Regency, (3) What are the efforts made 

by the District Government of Tanah Datar district in overcoming obstacles and 
optimizing the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2019 on Non-Smoking 

Areas in Tanah Datar Regency. This type of research is legal sosological, primary data 

source and data skunder,Tecnik collection of interview data and study documents, data 

analysis is qualitative. Concluded Researchis (1) socialization activities in order to ful fill 
information and education of public health. through advertising of public services such 

as media advertisements and outdoor media advertising gradually education and 

supervision of the implementation of local regulations,in effect for all stakeholeder 
Regional Device Organizations. (2) Socialization through advertising media has not 

touched all walks of life and normality and culture, in the midst of the Covid-19 

Pandemic which coincided with the use of the 2020 Budget so that the District 
Government of Tanah Datar has not focused on the regulation of this region. (3) Efforts 

made by the District Government of Tanah Datar are: Communication, Resources, 

Facilities or infrastructure, bureaucratic structure patterns. 
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I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan data yang penulis 

peroleh di Provinsi sumatera Barat 

terdiri dari 14 Kabupaten atau Kota 

salah satunya Kabupaten Tanah Datar, 
10 besar kabupaten/kota yang memiliki 

proporsi perokok terbanyak di Provinsi 

Sumatera Barat termasuk Kabupaten 
Tanah Datar. Rata-rata proporsi perokok 

di Kabupaten Tanah Datar 26,9% 
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perokok setiap hari dan 3,9% perokok 

kadang-kadang. Rata-rata jumlah batang 
rokok yang dikonsumsi di Kabupaten 

Tanah Datar adalah hampir sama dengan 

satu bungkus rokok setiap harinya 

artinya 16 batang per hari. Kabupaten 
Tanah Datar terdapat 39,6% rumah 

tangga bebas asap rokok dan itu artinya 

terdapat 63,4% rumah tangga yang telah 
dijumpai memiliki minimal seorang 

perokok di dalam rumah.1 Hampir di 

semua kalangan yang dapat di jumpai 

perilaku kebiasaan merokok yang sulit 
ditinggalkan. Bagaimanapun masyarakat 

yang telah mengetahui tentang bahaya 

yang dapat ditimbulkan akibat merokok, 
akan tetapi hal ini tidak terlalu 

berpengaruh untuk menimbulkan efek 

jera bagi para perokok dan hampir setiap 
saat masih banyak ditemui perokok yang 

sedang merokok bahkan perilaku 

merokok sudah sangat wajar dipandang. 

Sedangkan masyarakat sangat sadar 
bahwa perilaku merokok menimbulkan 

yang mengakibatkan gangguan 

kesehatan untuk dirinya sendiri maupun 
orang lain di sekitarnya juga dapat 

menimbulkan kerugian di sisi ekonomi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 
masalah di atas, masalah penelitian ini 

dapat dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan berikut, yaitu 

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2019 

Tentang Kawasan Tanpa Rokok 
di Kabupaten Tanah Datar ? 

2. Apa Saja Kendala dalam 

Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di 

Kabupaten Tanah Datar ? 

3. Apa Saja Upaya yang dilakukan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Tanah Datar dalam Mengatasi 

Kendala dan Mengoptimalkan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah 

                                                             
1 Dinas Kesehatan, 2019, Bagian 

P2P, Kabupaten Tanah Datar. 

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di 
Kabupaten Tanah Datar ? 

 

C. Metode Penelitian 

Beberapa hal yang menjadi bagian 
dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum sosiologis dengan 
mengunakan  pendekatan masalah yang 

menekankan pada aspek hukum yang 

berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan. 
Metode pendekatan hukum sosiologis 

merupakan pendekatan yang dilakukan 

melalui peraturan perundangan-

undangan, dan dihubungkan dengan 
fakta-fakta yang berkaitan terhadap 
masalah di teliti.2 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu sebagai 
berikut: 

a. Data Primer 

Adalah data yang penulis 

kumpulkan atau diperoleh 

secara langsung dari Dinas 
kesehatan, Kabupaten Tanah 

Datar. 

b. Data Sekunder 
Adalah data yang di 

kumpulkan dari buku, jurnal, 

dokumen, catatan penelitian, 
dan informasi yang 

berhubungan dengan masalah 

yang sedang di teliti dalam 

penelitian ini. Data sekunder 
ini dapat digolongkan ke 

dalam; 

1) Bahan hukum primer, yaitu 
bahan-bahan hukum yang 

mengikat, terdiri dari, 

norma atau kaedah dasar, 

                                                             
2Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, 

Metodologi Penelitian Hukum dan 

Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10. 



 
 

peraturan dasar, peraturan 

perundang–undangan,dan 
bahan hukum yang tidak 

dikodifikasi, seperti 

misalnya, hukum adat, 

yurisprudensi, traktat. 
2) Bahan hukum sekunder, 

yang memberikan 

penjelaskan mengenai 
bahan hukum primer, 

seperti misalnya, rancangan 

undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari 
kalangan hukum, dan 

seterusnya. 

3) Bahan hukum tertier yakni 
bahan yang memberikan 

petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan 

sekunder; contohnya adalah 

kamus, ensiklopedia, 

indeks kumulatif, dan 
seterusnya.3 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan Tujuan penelitian, 

maka teknik pengumpulan data yang di 
gunakan sebagai berikut:4 

a. Studi dokumen adalah setiap 

bahan yang tertulis baik yang 
dipersiapkan untuk penelitian 

pengujian suatu peristiwa atau 

record, berupa laporan arsip 
dan dokumen laporan tahunan. 

b. Pengamatan atau observasi 

adalah pengamtan mencakup 
seluruh konteks sosial alamiah 

dari perilaku manusia yang 

nyata, menangkap gejala atau 

peristiwa yang penting. 
c. Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara 
melalui tanya jawab antara 

penulis dengan narasumber. 

                                                             
3Soerjono Soekanto, 2015, 

Pengantar Penelitian Hukum, Universitas 

Indonesia (UI Press), Jakarta hlm 52. 
4 Ibid, hlm 21. 

Wawancara dilakukan dengan 

Ibu Tuti Wahyuni jabatan 
Kasubag hukum, Kepegawaian 

dan Umum, Dinas Kesehatan 

Tanah Datar. Wawancara 

dengan Bapak Yuhardi jabatan 
Kepala Dinas, Dinas Sosial, 

Kabupaten Tanah Datar. 

Wawancara dengan Bapak 
Muhammad Afdhal jabatan 

Kepala BPJamsostek, 

BPJamsostek Cabang Perintis 

Batusangkar, Kabupaten 
Tanah Datar. Wawancara 

dengan Bapak Hardi Siswan 

Gelar Datuak Marah Bangso 
Jabatan Ketua Harian 

Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

Nagari Sungai Tarab, 
Kabupaten Tanah Datar. 

 

4. Analisis Data 

Analisa data penulis gunakan 

adalah analisis kualitatif, artinya data 

yang diperoleh tidak berbentuk angka-
angka tidak memerlukan presentase dan 

tidak memerlukan pengukuran tertentu 

serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu 
analisis ini berbentuk kalimat-

kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, 

dengan gejala dan fakta yang terdapat 

dilapangan sehubungan dengan 
permasalahan yang diangkat. Semua 

hasil penelitian dihubungkan dengan 

Peraturan Perundang-undangan  

terkait. Setelah itu dirumuskan dalam 

bentuk uraian dan akhirnya ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban 

terhadap permasalahan-permasalahan 

dalam penelitian.5 

II. Tinjauan Pustaka 

 

A. Tinjauan Tentang Peraturan 

Daerah 

 

                                                             
5Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, 

Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

Rajawali Pers: Jakarta, hlm 53. 



 
 

1. Sejarah dan Perkembangan 

Peraturan Daerah di 

Indonesia 

 

Peraturan  Daerah merupakan 

undang–undang yang sering mengalami 
perubahan. Hal tersebut disebabkan 

karena Struktur ketatanegaraan yang 

berubah melalui Perubahan Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dari 

tahun 1999-2002. Materi muatan dalam 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

cukup banyak. Hubungan antara 
pemerintah pusat dan daerah yang sering 

mangalami ketegangan dan banyak 

pihak yang mengajukan judicial review 
ke Mahkamah Konsitusi, sehingga 

beberapa materi Undang-Undang di 

pemerintahan daerah pun banyak yang 
berubah. Yaitu melalui Undang–Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 (UU 

Pemerintahan daerah 1999) Undang–

Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 
Tahun 2004 ( UU Pemerintahan daerah 

2004) dan terakhir melalui Undang–

Undang Pemerinthan Daerah Nomor 23 
Tahun 2014 (UU Pemerintahan daerah 

2014).6 

 

2. Kedudukan Peraturan Daerah 

dalam Tata Urutan Peraturan 

Perundang-undangan 

Berdasarkan susunan atau 

hirarki peraturan perundang-undangan 

tersebut, maka peraturan daerah tidak 
boleh berbenturan dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada 

diatasnya. Karena berdasarkan susunan 
hierarki tersebut, Peraturan Daerah 

berada dibawah Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia 1945, TAP MPR, 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 
dan Peraturan Presiden, oleh karena itu 

muatan peraturan daerah tidak boleh 

berbenturan dengan peraturan yang ada 
diatasnya. 

                                                             
6Bagir Manan, 1993,Perjalanan 

Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan 

dan Undang-Undang Pelaksanaannya), E-

book review, Unsika, Karawang hlm 620. 

3. Kewenangan Pemerintahan 

Daerah dalam Membentuk 

Peraturan Daerah Berdasarkan 

Desentralisasi 

Secara normatif dalam Pasal 1 
angka 8 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, pengertian desentralisasi adalah 
menyerahkan urusan pemerintah oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintahan 

daerah otonom berdasarkan asas 
otonomi. Desentralisasi juga diartikan 

sebagai suatu sistem yang berbeda atau 

kebalikan dari sistem sentralisasi yang 

terpusat. Mengenai desentralisasi para 
sarjana ahli hukum yang memberikan 
defenisi tentang desentralisasi. 

B. Tinjauan kawasan Tanpa Rokok 

1. Pengertian Kawasan Tanpa 

Rokok dan Ruang Publik 

Pada dasarnya ruang publik 

adalah ruang publik  terbuka yang 
mampu menampung kebutuhan akan 

tempat pertemuan dan aktivitas 

masyarakat bersama di udara terbuka. 
Ruang ini memungkinkan terjadinya 

pertemuan antar manusia untuk saling 

berinteraksi. Karena pada ruang ini 
seringkali timbul berbagai kegiatan 

bersama, maka ruang-ruang terbuka ini 
dikategorikan sebagai ruang umum. 

2. Ruang Publik Sebagai Kawasan 

Tanpa Rokok 

Dalam Pasal 1 Ayat (13) 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Datar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 
Kawasan Tanpa Rokok. Ruang publik di 

artikan sebagai “Tempat Umum adalah 

semua tempat tertutup yang dapat 

diakses oleh masyarakat umum dan/ atau 
tempat yang dapat dimanfaatkan 

bersama-sama untuk kegiatan 

masyarakat yang di kelola oleh 
pemerintahan, swasta, dan/atau 
masyarakat”. 

3. Fasilitas Pelayanan Ruang Publik 

Kawasan Tanpa Rokok 



 
 

Pemerintah pusat melalui 

Menteri Keuangan menjabarkan lima 
alokasi menjadi kegiatan-kegiatan yang 

lebih rinci (Peraturan Menteri Keuangan 

No.20/PMK.07/2009). Untuk alokasi 

penggunaan “pembinaan lingkungan 
sosial” dijabarkan menjadi:7 

C. Civil Disobediance dalam 

Pemberlakuan Larangan Merokok 

di Ruang Publik 
 

1. Pelarangan Merokok di Ruang 

Publik 

Pasal 16 Ayat (2) Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 4 

Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok berbunyi: “Larangan kegitan 
menjual, mengiklankan, dan 

mempromosikan rokok tidak berlaku 

bagi tempat yang digunakan untuk 
kegiatan penjualan rokok tidak berlaku 

bagi tempat yang digunakan untuk 

kegiatan penjualan rokok di luar 
lingkungan Kawasan tanpa Rokok”. 

2. Ketersedian Smoking Area di 

Ruang Publik 

Pasal 13 Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 
2019 “Pimpinan atau Penangung jawab 

wajib menyediakan tempat khusus 
merokok”. 

3. Civil Disobediance di Kawasan 

Tanpa Rokok Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nonor 4 Tahun 

2019 

Perlawanan non kekerasan 
melalui pengabaian hukum yang tidak 

adil merupakan salah satu cara umum 

yang dilakukan berbagai gerakan hak 

sipil di Amerika Serikat. bahwasanya 
selama hukum yang tidak memenuhi 

rasa keadilan dan melanggar kebebasan 

                                                             
7Kementrian Kesehatan RI, 2014, 

Buku Bunga Rampai - Fakta Tembakau dan 

Permasalahannya, Edisi V, Tobacco 

Control Support Center – IAKMI, Jakarta, 

hlm 113. 

individu masih hadir, ide-ide Thoreau 

tetap berlaku sepanjang zaman, 
kapanpun dan dimanapun. Indonesia 

pasca reformasi bukan lantas menjadi 

negara bebas dimana hak kemerdekaan 

setiap warga negara dijunjung tinggi. 
Adanya berbagai peraturan diskriminatif 

dan intoleran merupakan salah satu 
tantangan besar yang harus di hadapi. 

III. Hasil Pembahasan dan 

Pembahasan 

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten 
Tanah Datar, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tanah Datar dengan 

membentuk tim untuk langsung 

melaksanakan tugas ke Kawasan 
Tanpa Rokok, kegiatan sosialisasi 

dalam rangka memenuhi informasi 

dan edukasi Kesehatan masyarakat. 
melalui iklan layanan masyarakat 

seperti iklan media dan iklan media 

luar ruang secara bertahap edukasi 
dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan dari Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2019, belum adanya 

satuan tugas yang di bentuk oleh 
Bupati dalam bentuk Peraturan 

Bupati, di berlakukan bagi seluruh 

stakeholeder Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) juga berlaku 

organisasi vertical yang ada di 

selingkaran Kabupaten Tanah Datar 

untuk menjalankan Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok. 

2. Kendala dalam Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

di Kabupaten Tanah Datar, 
Sosialisasi melalui media iklan 

belum menyentuh ke seluruh lapisan 

masyarakat dan kebiasan dan 

Budaya, dengan kondisi saat ini, 
ditengah Pandemi Covid 19 yang 

bersamaan dengan penggunaan 

Anggaran Tahun 2020 sehingga 
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 

belum fokus pada pelaksaan. Hal – 

hal yang musti di perhatikan dalam 



 
 

kendala juga terkait dengan 

Kurangnya Komunikasi untuk 
mematuhi sebuah Aturan baik dalam 

pemerintahan daerah dengan 

organisasi perangkat daerah (OPD) 

dengan masyarakat, Sumberdaya 
manusia kendala berikutnya yang 

membutuhkan edukasi atau 

pembelajaran tentang kesehatan dan 
sumber daya materi kendala yang 

membebankan terwujudnya suatu 

Kawasan Tanpa Rokok. Yang 

menimbulkan kendala lain seperti 
ruang atau area ruang khusus 

merokok, tentunya juga 

pemerintahan daerah masih kurang di 
pola struktur birokrasi, organisasi 

perangkat daerah dengan badan 

vertical lainya untuk menjalankan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2019 Tentang Kawasan Tanpa 

Rokok. 

3. Upaya yang dilakukan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Tanah Datar 

dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2019, Adapun upaya yang sedang 

dilakukan, yaitu:  

a. Komunikasi 
b. Sumber daya 

c. Fasilitas atau sarana prasarana 

d. pola struktur birokrasi 
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